WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

o 1.

WALI KOTA CIREBON,

bahwa efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus
diselenggarakan secara sistematis dan
berkesinambungan, agar penyelenggaraan
pemerintahan berjalan efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, perlu adanya pengaturan lebih lanjut
mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;

bahwa  berdasarkan  perrtimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
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Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji,
Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu
Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 87);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 107);



Menetapkan

14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021
Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Cirebon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Cirebon yang merupakan bagian perangkat daerah
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untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman serta menyelenggarakan
perlindungan masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Cirebon.

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah pegawai negeri sipil yang memiliki
kewenangan khusus melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat
Polisi Republik Indonesia tertentu yag diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai
koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah
Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing,
membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis,
dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan
mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut
membuat terang tindak pidana/pelanggaran yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang
diduga sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
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dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang.

Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan
penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana,
teroganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif
dan efisien.

Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh
instansinya dan/atau secara struktural membawahi
PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak
pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan
adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan
menemukan suatu kejadian pelanggaran dan/atau
tindak pidana yang diduga melalui kegiatan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan sesuai dengan lingkup tugas dan
wewenangnya.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,
dilihat dan/atau dialami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu kejadian tindak pidana pelanggaran
dan/atau tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan
dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu kejadian tindak pidana pelanggaran
dan/atau tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan
dari pengetahuannya itu.

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal
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yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana
guna kepentingan pemeriksaan.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan
yang lain, maupun dengan tindak pidana pelanggaran
dan/atau tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana pelanggaran dan/atau
tindak pidana dan siapa pelakunya.

Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk
resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keterangannya itu.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan
undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang
telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak
pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana.

Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat
oleh petugas tentang adanya suatu kejadian yang
diduga sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau
tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun
melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan
undang-undang.

Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat
TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana
pelanggaran dan/atau tindak pidana dilakukan/terjadi
dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau
korban dan/atau barang bukti yang berhubungan
dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan
keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi
ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-
unsur tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak

pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau
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peranan seseorang maupun barang bukti di dalam
tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk
memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat
tertutup lainnya guna  melakukan pemeriksaan
dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau
penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-
cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHAP).

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah
penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan
dan peradilan.

Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan
dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi
yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah
koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik

Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas PPNS.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah
untuk terwujudnya penegakan peraturan perundang-
undangan melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi
dan profesional oleh PPNS guna menjamin proses
penegakan hukum dalam tindak pidana tertentu atas

peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

I

e

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PPNS;

Besarnya Uang Insentif atau Tunjangan;

Pembantu PPNS;

Pengusulan Diklat PPNS Dan Perpanjangan Kartu Tanda
Pengenal PPNS;

Bentuk Warna, Tata Cara Penggunaan Pakaian Seragam
dan Atribut PPNS;

Sekretariat PPNS;

Tugas Sekretariat PPNS;

Pembinaan dan Pengawasan; dan

Penerapan Sanksi Administrasi.

BAB II
PPNS

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur PPNS

Pasal 4
proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh

PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
PPNS dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
fungsi, peran dan tanggung jawabnya;

proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS,
dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang
diatur dalam  ketentuan peraturan perundang-
undangan;

PPNS yang mengalami, mengetahui atau menemukan
langsung kejadian yang terjadi, membuat laporan
kejadian;

PPNS membuat laporan kejadian atas laporan dan
pengaduan yang diterima dari masyarakat yang

mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung

kejadian yang terjadi.
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Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi PPNS

Pasal 5

Koordinasi dengan penyidik POLRI dilaksanakan untuk

kegiatan proses penyidikan.

Koordinasi di bidang proses penyidikan dilaksanakan

dengan cara :

a. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh
PPNS;

b. mengirim surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum melalui
penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. mengirim laporan persetujuan penggeledahan kepada
Pengadilan Negeri;

d. mengirim laporan persetuan penyitaan kepada
Pengadilan Negeri;

e. mengirim berkas perkara hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meminta bantuan teknis, taktis dan tindakan upaya
paksa, dan konsultasi penyidikan kepada Penyidik
POLRI; dan

g. mengirim pemberitahuan mengenai penghentian
penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik
POLRI  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan

Kepolisian untuk penjadwalan pelaksanaan persidangan

terhadap para pelanggar Peraturan Daerah.
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Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tugas PPNS

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berada dibawah
koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat
PPNS.
Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP bertindak selaku
koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota.
Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pejabat penyidik sebagaimana di maksud pada
ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur
PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cirebon.
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas
ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
umum dan berkoordinasi dengan penyidik POLRI
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PPNS pada Perangkat Daerah berwenang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang
menjadi kewenangan dari Perangkat Daerah tempatnya
bertugas sesuai dengan = ketentuan = peraturan

perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Syarat Melakukan Penyidikan

Pasal 7

Syarat melakukan penyidikan oleh PPNS meliputi :

a.

memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS
dari Kementerian Hukum dan HAM,;

telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS;
mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS;

bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah;

tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi,
termasuk kepegawaian dan keuangan; dan

mendapatkan Surat Perintah dari Kepala Satpol PP
selaku Ketua Sekretariat PPNS.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Proses Penyidikan

Pasal 8

Proses penyidikan oleh PPNS meliputi :

a.
b.

o

o

(1)

(2)

(3)

laporan kejadian/laporan masyarakat;
surat perintah tugas;
laporan hasil penyelidikan;

surat perintah penyidikan; dan

. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan

Pasal 9
Laporan Kejadian/Laporan Masyarakat terdiri dari :
a. Laporan Kejadian Model A; dan
b. Laporan Kejadian Model B.
Laporan Kejadian Model A sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, yaitu Laporan Kejadian yang dibuat
oleh PPNS yang mengalami, mengetahui atau
menemukan langsung yang terjadi.
Laporan Kejadian Model B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, yaitu Laporan Kejadian yang dibuat

oleh PPNS atas laporan yang diterima dari masyarakat.
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Pasal 10

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

a.

=

o o

5@

=

(1)

(2)

(3)

(4)

penyelidikan;

pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
upaya paksa;

pemeriksaan,;

gelar perkara;

penyelesaian berkas perkara;

penyerahan berkas perkara ke penuntut umum,;
penyerahan tersangka dan barang bukti; dan

penghentian penyidikan.

Pasal 11
Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib
membuat rencana penyidikan.
Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara
berjenjang sekurang-kurangnya memuat :
a. jumlah dan identitas penyidik;
b. sasaran/target penyidikan;
c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap
penyidikan;
d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot
perkara;
f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
g. kelengkapan administrasi penyidikan.
Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar
profesional, efektif dan efisien.
Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan
berdasarkan kriteria :
a. perkara mudabh;
b. perkara sedang;
c. perkara sulit; dan

d. perkara sangat sulit.
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Pasal 12

Kriteria perkara mudah antara lain:

a.
b.

C.

d.

saksi cukup;
alat bukti cukup;
tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan

proses penanganan relatif cepat.

Kriteria perkara sedang antara lain:

a.
b.

saksi cukup;

terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah
keterlibatan tersangka;

identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui
dan mudah ditangkap;

tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku
kejahatan terorganisir;

tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya;
dan

tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila

diperlukan ahli mudah didapatkan.

Kriteria perkara sulit antara lain:

a.

h.

saksi tidak mengetahui secara langsung tentang
tindak pidana yang terjadi;

tersangka belum diketahui identitasnya atau
terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan
tertentu;

tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian
dari pelaku kejahatan terorganisir;

barang bukti yang berhubungan langsung dengan
perkara sulit didapat;

diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung
pengungkapan perkara;

diperlukan peralatan khusus dalam penanganan
perkara;

tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa
tempat; dan

memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Kriteria perkara sangat sulit antara lain:

a.

belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung

dengan tindak pidana;
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b. saksi belum diketahui keberadaannya;

c. saksiatau tersangka berada di luar negeri;

d. TKP di beberapa negara/lintas negara;

e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada
perjanjian ekstradisi;

f. barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa
disita;

g. tersangka belum diketahui identitasnya atau
terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan
tertentu; dan

h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Operasional Non Yustisi dan Yustisi
Paragraf 1

Pelaksanaan Operasional Non Yustisi

Pasal 13
Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam
bentuk Represif Non Yustisial dan/atau Represif
Yustisial.
Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
melibatkan dinas/intansi terkait.
Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif
Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam
bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar Peraturan
Daerah di hadapan PPNS yang menangani perkaranya
dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat

yang berwenang dari Perangkat Daerah yang terkait.

Paragraf 2

Pelaksanaan Operasional Secara Yustisi

Pasal 14
Terhadap pelaksanaan operasional secara Represif
Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui

persidangan di Pengadilan.
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Proses Represif Yustisi meliputi :
a. Acara Pemeriksaan Cepat; dan

b. Acara Pemeriksaan Singkat.

Pasal 15

Proses Acara Pemeriksaan Cepat dilakukan oleh PPNS
terhadap tindak pidana ringan yang perkaranya
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat

sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:

a. Surat Perintah Penyidikan;
b. Surat Perintah Tugas;
c. Surat permohonan sidang; dan

d. Blanko Acara Pemeriksaan Cepat.

Perkara tindak pidana pelanggaran dengan Acara
Pemeriksaan Cepat, dapat dilakukan persidangan di
Pengadilan Negeri dan/atau sidang ditempat.

Dalam hal pelaksanaan sidang dengan Acara
Pemeriksaan Cepat, PPNS menjadi penuntut umum atas
kuasa Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Wali Kota ini.

Pasal 16

Proses Acara Pemeriksaan Singkat dilakukan oleh PPNS
terhadap tindak pidana ringan yang perkaranya
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling
lama 6 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat
sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :

a. Laporan Kejadian;
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Surat Perintah Tugas;

Surat Perintah Penyidikan;

Surat Panggilan;

Berita Acara Pemeriksaan TKP;

Surat perintah membawa tersangka/saksi;

Surat permintaan bantuan kepada POLRI untuk
membawa tersangka/saksi;

Surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan
kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Surat Perintah Penggeledahan;

Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan
kepada Pengadilan Negeri;

Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat
tertutup lainnya;

Surat permintaan bantuan penggeledahan;

Surat Perintah Penyitaan;

Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan
kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Laporan untuk  mendapatkan  persetujuan
penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Berita acara penyitaan;

Surat permintaan bantuan penyitaan;

Surat tanda penerimaan;

Surat perintah penyegelan dan/atau
pembungkusan barang bukti;

Berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan
barang bukti;

Surat perintah pengembalian benda sitaan;

Berita acara pengembalian barang bukti;

Surat perintah penghentian penyidikan;

Surat ketetapan penghentian penyidikan;

Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
Surat pengiriman berkas perkara;

Terima berkas perkara;

Surat pelimpahan penyidikan;

Berita acara pelimpahan penyidikan;

Daftar barang bukti;

Surat panggilan mengikuti sidang;
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ff. Surat tanda penerimaan laporan;
gg. Daftar isi berkas perkara;

hh. Daftar saksi;

ii. Daftar tersangka;

ij- Surat permintaan bantuan penyelidikan;

kk. Surat permintaan bantuan pemeriksaan
identifikasi;

11. Surat  permintaan bantuan pemeriksaan
laboratorium;

mm Surat permintaan bantuan penangkapan;

nn. Format buku register;

oo. Label barang bukti; dan/atau;

pp. Cap/stempel lak; dan

qq. Cover berkas.

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan
kebutuhan.

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban PPNS

Pasal 17

PPNS mempunyai hak sebagai berikut:

a. mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang
bersifat perorangan; dan

b. dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berhak
mendapatkan dukungan anggaran operasional,
honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan sesuai peraturan
perundang-undangan.

PPNS mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menerima laporan dan pengaduan mengenai
terjadinya pelanggaran Pereaturan Daerah dan

melakukan penyidikan;
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b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas

penyidikan dengan Penyidik POLRI dalam wilayah

hukum yang sama,;

c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

1.
2.

No o AW

pemeriksaan tersangka;

memasuki rumah dan/atau tempat tertutup
lainnya;

penyitaan benda;

pemeriksaan surat;

pemeriksaan saksi;

pemeriksaan tempat kejadian; dan

tindakan lainnya menurut ketentuan hukum yang

berlaku;

d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali

Kota melalui Sekretariat PPNS yang diketahui oleh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepala Unit

Kerja masing-masing.

Bagian Kedelapan
Penegakan Kode Etik PPNS
Pasal 18

Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, dibentuk Tim

Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang

terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.

Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri

atas 3 (tiga) unsur yaitu,

a. Parangkat Daerah tempat PPNS bertugas;

b. Inspektorat; dan

c. Bagian Hukum Sekretaris Daerah.
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Pasal 19
Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas dan
wewenang;:
a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
b. memeriksa pelanggaran PPNS;
c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik
PPNS; dan
d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.
Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 20
PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi
menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

BAB III
BESARNYA UANG INSETIF ATAU TUNJANGAN

Pasal 21

Uang insentif atau tunjangan diberikan kepada PPNS
yang melakukan proses penyidikan terhadap perkara
pelanggaran dan/atau tindak pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada di OPD
tempatnya bertugas.

Besarnya uang insetif atau tunjangan sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada
PPNS setiap berita acara yang di buat oleh PPNS dalam
manangani perkara pelanggaran dan/atau tindak
pidana.

Uang insentif atau tunjangan sejumlah Rp.750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada
PPNS yang melakukan pemberkasan proses penyidikan

sampai P21.
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BAB IV
PEMBANTU PPNS

Pasal 22

Pembantu PPNS dalam membantu upaya proses

penyidikan oleh PPNS meliputi :

a. membungkus dan melabel barang bukti;

b. mengirim surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan kepada Koordinator Pengawas;

c. mengirim Surat laporan persetuan geledah dan sita
ke Pengadilan Negeri;

d. mengirim surat panggilan ke pelanggar;

e. menyusun berkas perkara yang sudah di buat oleh
PPNS yang manangani perkara;

f. mengirim surat panggilan tahap dua (II) kepada
pelanggar; dan

g. menyiapkan kelengkapan pelaksanaan tahap dua (II).

BAB V
PENGUSULAN DIKLAT PPNS DAN PERPANJANGAN
KARTU TANDA PENGENAL PPNS
Bagian Kesatu

Pengusulan Diklat PPNS

Pasal 23

Pengusulan pendidikan dan pelatihan PPNS dilakukan
oleh Kepala Perangkat Daerah tempatnya bertugas
kepada Sekretariat PPNS.

Sekretariat PPNS setelah menerima data usulan dari
Perangkat Daerah yang mengusulkan pendidikan dan
pelatihan PPNS, selanjutnya mengelola dan
mengusulkan melalui website kepada Kementerian

Dalam Negeri.
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Bagian Kedua

Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS

Pasal 24

Kartu Tanda Pengenal PPNS yang telah habis masa
berlaku, diusulkan kepada Sekretariat PPNS untuk
dilakukan perpanjangan dengan melampirkan
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS oleh
Sekretariat PPNS, di usulkan melalui website kepada

Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI
BENTUK WARNA, TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN
SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 25
PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi
menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 26
Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas :
a. pakaian dinas PPNS pria; dan
b. pakaian dinas PPNS wanita.
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan spesifikasi sebagai berikut :
a. warna : kemeja warna putih dan celana panjang
warna hitam; dan
b. jenis bahan : Driil atau 100% cotton.
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terdiri dari:
a. Pakaian dinas PPNS pria, meliputi :
1. Kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan

tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana
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panjang hitam dan sepatu hitam; dan

2. Kemeja putih lengan panjang, berdasi merah,

celana panjang hitam dan sepatu hitam.
b. Pakaian dinas PPNS wanita, meliputi :

1. Kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan
tutup kanan kiri atas, celana panjang hitam dan
sepatu hitam; dan

2. Kemeja putih lengan panjang, berdasi merah,
celana panjang hitam dan sepatu hitam.

(4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan
hamil menyesuaikan.

(5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk
kegiatan pada saat pemeriksaan.

(6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk

kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 27
Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (3) huruf a angka 1, dan huruf b angka 1,
meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan

dan badge pemerintah daerah dan lambang instansi.

Pasal 28
Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.
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BAB VII
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 29
Kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri dari :
a. Pembina :  Wali Kota Cirebon.
b. Pengarah : Sekretaris Daerah  Kota

Cirebon.

c. Ketua Sekretariat PPNS : Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Cirebon.

d. Sekretaris : Kepala Bidang  Penyidik
Pegawai Negeri Sipil pada
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Cirebon.

e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan
Perundang-Undangan
Daerah pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Cirebon.

f. Koordinator Teknis : Koordinator Pengawas pada
Penyidikan Polres Cirebon Kota.
g. Anggota : Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah  Kota
Cirebon.

Kepala Perangkat Daerah
terkait Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.

Camat se Kota Cirebon.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kota Cirebon.
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BAB VIII
TUGAS SEKRETARIAT PPNS

Pasal 30

Sekretariat PPNS mempunyai tugas :

a) melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi
pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah
dan Undang-Undang;

b) melakukan pendataan PPNS;

c) menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis
penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;

d) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dalam
menyusun Peraturan Daerah, terkait dengan penyidikan
tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daerah dan Undang-Undang;

e) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terkait
kebutuhan PPNS di daerah berdasarkan luas daerah,
tingkat kerawanan pelanggaran, dan kepadatan penduduk
di daerah;

f) melakukan koordinasi dengan Instansi penegak dan/atau
lembaga hukum;

g) memfasilitasi administrasi PPNS;

h) menyapaikan laporan hasil kinerja PPNS kepada
Koordinator Pengawas serta Kementrian Dalam Negeri
secara berkala dalam waktu 1 (satu) bulan sekali; dan

i) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara
berkala kepada Wali Kota dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan sekali.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal (30), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:

a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan
perundang-undangan lainnya;

b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja

Pejabat PPNS;
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c. menyusun bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang
mendesak;

d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana
kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

e. menerima, mengolah dan mengklarifikasi pengaduan
masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-
undangan lainnya;

f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya;

g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan
pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah
dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

i. menyusun jadwal pelaksanaan pelaksanaan gelar perkara
tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya;

j- menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan
Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan
POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan
Aparatur Pemerintah lainnya; dan

k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur PPNS.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32
Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan operasional PPNS
dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Pengurus Sekretariat
PPNS dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota selaku Anggota

Sekretariat PPNS.
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BAB X
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33
PPNS yang telah menerima Surat Perintah Penyidikan,
namun tidak melaksanakan tugasnya, maka diberi
peringatan oleh pengawas ditempatnya bertugas
meliputi:
a. Peringatan lisan; dan
b. Peringatan tertulis.
Pelaksanaan sanksi adminstrasi kepada PPNS yang
tidak melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud
ayat (1), diberi peringatan sampai dengan batas waktu
yang telah ditetapkan oleh pengawas tempatnya
bertugas.
Dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun
masih belum melaksanakan penyidikan, PPNS yang
bersangkutan diberikan peringatan tertulis, meliputi:
a. surat peringatan pertama, dengan batas waktu 5
(lima) hari kerja;
b. surat peringatan kedua, dengan batas waktu 3 (tiga)
hari kerja; dan
c. surat peringatan ketiga, dengan batas waktu 2 (dua)
hari kerja.
PPNS yang sudah diberi peringatan secara lisan dan
tertulis oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) namun masih belum melaksanakan
proses penyidikan, maka:
a. diberhentikan pemberian insentif atau tunjangannya;
dan
b. tidak diusulkan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal
PPNS.
Keputusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a dan huruf b, di tetapkan oleh
Ketua Sekretariat;
Selanjutnya sekretariat PPNS mengusulkan

pemberhentian sebagai PPNS kepada Kementerian
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Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

(7) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pengusulan
dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan

sidang kode etik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tangal

diundangkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Desember 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan Sesuai dengan aslinya

/ KEPALK)

BAGIAN HUKUM,

(IV/Db)

5711228 199803 1 002
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 63 TAHUN
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

2022

PEGAWAI NEGERI SIPIL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON

PERATURAN DAERAH KOTA
CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK

PEMBINA
PENGARAH
KETUA
SEKRETARIS
KOORDINATOR | OPERASIONAL KOORDINATOR |TEKNIS

ANGGOTA
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ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
1. FORMAT SURAT PERMOHONAN SIDANG

KOP DAERAH
CIrebon;; ..o..comwemmmssemse
Nomor T Kepada :
Sifat : Penting Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI CIREBON
Lampiran - Di-
Perihal S cenmncmmn bR PR RO R S CIREBON
1. Dasar
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2),Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 205 KUHAP;
3. Peraturan Daerah ...........ccooouneee. Nomor ....c.c.ee.. Tahun ..., tentang ...
4. Surat Perintah Tugas NOMO ...........................1anggal .........bulan ...............tahun ...
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............cccccceeuueee. tanggal ........... bulan .....ccocverennne. {11111 E——
2. Bersamaini:dikiimkan Berkas POIKara ... st essysesssgasivasii
dalam perkara tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...,
Peraturan Daerah Nomor .................. Tahun ..., ENEANG ..o s

3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat
perlu dan mendesak serta untuk kepentingan persidangan telah di amankan benda / barang yang digunakan

untuk melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor ... Tahlill wsnsnms tentang
.......................................................................................... dan terhadap Pelanggar tidak dilakukan Penahanan;
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan .............cccciiie s
5. Untuk kepatuhan dan ketaatan pelanggar Peraturan Daerah Nomor ............. Tahu, s tentang
kami mohon kiranya dapat disidangkan pada hari .................. tanggal .......cc....... bulan ................ tahun
..................... mulai pukul ................ s.d selesai;

6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tembusan :
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2. BLANKO ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SIDANG DI TEMPAT

s PEMERINTAHDAERAH KOTACIREBON  BERSTA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
. : SATUAN POLIS PAMONG PRAJA Nomaor Reg. : KETERANGAN
4. Pangeran Drajat No. 48 {. Lembar Pulh  :Pengadian
¢ Telp (0231} 211962 Fak {0231} 8305362 2 lembarBiru - Kejsksaan
CIREBON 45163 3. Lembar Kuning - PEMDAPPNS
4 LombarMerah -Tersangka
Ptz hat ik tanggat . badan e tahn 2. Perdasarian: kewenangan sesual dengan Sumst
Petintah Penyidkan No. . .hPasaKGaystmmM&P&é?&&@?gmbemmmdbmbm
NAMB i .. Panghkat/ ... sebagal Peayidik Pegawai Negesi Sipf pada kanfor fersebut di atas
mmmmmmmmmm;wmmmmmm -
A. Tesangka
Nama £ vmgius R o Tempai/Tgl. LabitUmus,
Alamat : : ; KeiDesa ...
fanggal ... Bulan i Tahun e Tempat di "
telah melakukan perbuatan Melangar Pas ..o romeeseererne Perda Nomor ........... Tahun ...
B, Saksi~saksi . :
1. Nama: é Umur Alamat R
menerangkan batwwa pada halt B ..., . Tql. Bl ... Tdﬁm .....
2. Nama: ey
menerangkan - pada N i 2 i
bertempat 4 : ‘ Shgs
Telah menangkapimefihat tersangka melakukan tmakaa : :
C. Batang Buké:
Dewidan MPhM&m@MaWWM mmdﬁMQmpadahanmdm iamgdlerssbutgadapemﬁamww
SELANJUTRYA D!WA.HB&AN MENGHADAP P&iGADR_AR NEGERI KOTA CIREBON PADA HARS ... Shnmigi ?ANGGQ !AM
SAKS L saam mmg Peﬁam?erm?emﬁagenhpi
34 J o )
BaPaec’m sebagaﬂaﬁapemmam dmbedaku W&m -
Calatan: 1. vmgmmxwmmmmm&mmm ;
2. Yang dinamakan Perda adalah Peraturan Daecah Kota Girebon 2
DEMI mmt.m BERDASARKAN KETUHANAN rm MHA ESA
Hakim Pengadion Negeri Orebon | | FA
Mengingat Pesatvan Daorah No. ... TEIUD covvneecesirvirrennn BBREEDG oo, o
MENGA DiLr v
WmhMayWMabmmMWmnMMMmePm S PedaNom W &1 N
tentang ... -
Mmgm:adengmrﬁkm 1denda Rp. 1 kusong mm;amwﬂmmm s
Memerintabkan barang bukli ; ,
Diputuskan had ind ... fanggsl buian SRR O o) ohhﬂm@paeamxmmamumdaan
pemdagangm’guedd:uur&ﬂumumdemmmm ad(s&?ﬂﬁemtemsbatdmw denganfianpa hadimya terdakwa
..... e R o) CAP PENGADIAN ..........ci {tanda tangan)
NAMA : ... > 2 NAMA: ... s
PERNYATAAN rmum £ 3 S Terdakwa
Sayayangmmnaicepmnsan Mmmm@mmmmwmmwmm
5 ot oo )
)
Telah dilerima dengan cukup selanjuinya disetor ke Kas Negara / Daerah CATATAN PETUGAS
Or@mpe&aa mmm@mmmmcm
mkse!awkwadssemkekasnegaa! Daeraly......
Wwwms@m}
{Tanda tangan} Panghat .... ‘
... S A S T L. )
ejaksaan
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3. BLANKO ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SIDANG DI PENGADILAN

o

; PEMERINTAHDAERAH KOTACIREBON  BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Nomor Reg. - KETERANGAN :
Ji. Pangeran Drajat No. 49 1. Lembar Pubh  : Pengadilan
s Telp (0231) 211962 Fak. {0231) 8305382 2. LembarBirv  : Kejoksaan
CIREBON 45163 r—————~———i 3. Lembar Kuning : PEMDAPPNS
UNTUK KEADILAN 4. Lembar Merah : Tersangka
~——-——-f‘ada RSN e o 100G e bufan .. weressmciconveio SRR s ..., DETSASAKAN kEWETANGEN SeSGE dongan
Surat Perintah Penyidican No. ... ki Jo Pasal & ayat (1) sub. ab Jo Pasal 7 KUHAF yang berianda

bagai Penyidik Pogawai Negeri Sipd pada kantor
gkan sehagal beskul -
Tanda Tangan Tanda Yangan
Saksit Saksi It

BARARG BUKTI : ;
M&Mmmwmimbm:pa
b 4 i
2
3
4.
Bl ik e B s s i

SAKS#

TenpalfTgl Lahi -
Jenis Kelamin - ..

PASAL YANG DI LANGGAR : -

_Agama:

Sefsioh BAP cepat ni selesal dibual, Kemudian dbacaken kemball kepadanya, Ybs. | RELAS:

menyaiakan selujuimembenarkan kelerangan yang diberkan, dan sanggup diadii deagan

sisiem peradiian copal ini. Untuk memperkuial, lersangka membubuhken landa langan—
Tors

{ )

mpmwummmmwmmmma

mwmmmmmam

cataten | kekuatan sumpah / jabalan, kami tutup dan d&amaangm
1. Yang dimaieurd KUHAP adaiak Kitah deamagﬂndsmﬁcaa ?daﬂa padaberi ... tORGGE T
2. Yang dimaksud Perda adatah Peraluran Dasrah Kola Cirebore Pojsbat Pigyick Pegawai Negeri Sipd

¢ { )
URAIAN SINGKAT KEJADIAN

m&mmmmun

waymnmamﬂwmymwm@mmw&w tudkusm TerdakwalTerpidana
yang ada unbK kepubisan ini et DGR o s ssntionsikes . iR ( 3

TANDA BUKTI EXSEXUS
1. Uangdendasebesar Rp. ..

=

ianggal .... »
mmmmmmﬁmwmsmm !

Ongm petkara  sebagaimana leish W@P&M@Negeﬂ 2z
MMWWMMS&WMEMS&W

(FarﬂaTamm} ngkai

... CAP KEW(SRM& m

memmww CATATAN PETUGAS
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ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

a. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL A)
KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomwior 3 Ll cosmsansmaimns s
PELAPOR :
1. Nama R R SR SR e G
2. Tempat/ tanggal lahir e e e s S e R s
3. Umur/ Jenis Kelamin 8 nommatmames st me s se
perempuan.
4. Agama LY R R
5. Kewarganegaraan s D i, U W T .
6. Pekerjaan e i T R O o e B L e
7. Alamat e (e e el B\ e eeeeceinnens
8 Telp/HP/Faxy/ E-maill. i = A \ ' S o - <o ctnoeeoibnsbontoNereeneeoneenncens
PERISTIWA YANG DILAPORKAN
1. Waktu Kejadian s Elari, ¥ , tanggal ......
Pukul..c.coiieeed WIB.
2. Tempat Kejadian T i, S AW g W .......ccuiiieerianees
3. Apa Yang Terjadi YL B SRR el o
melanggar Pasal .......
Nomor...... Tahun ......
4. Pelaku/ Tersangka ! BNEna 4 ) L. Tempat/Tgl. Lahir : ................ .
Jenis Kelamin : .................... AT A B.......cceeeeinene )
Kewarganegaraan: ................. , Pekerjaan
Alamaf Tempat Pinggal :¢.... e iliinene. s\ eeeereennnanees
Telp/HP/Fax/E-mail : .......cccuiiieniiniiiennii i,
5. Modus Operandi : SRR DR N T ) P
6. Saksi-saksi : ,, USRI <Y A A o I
7. Barang Bukti Sy, RS 5% S AT TN
8. . LINDERPR C o S

URATAN SINGKAT KEJADIAN =

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan
ditandatangani di ...........cceel pada tanggal ........ Bulan ............... Tahun .......... -===--=---

Kepala satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK. ..cviceiiiieeiiannas
PELAPOR :
1. Nama ,
2. Tempat/ taqggal lahir T O N . N s s D WA ...t ssens
3. Umur/ Jenis Kelamin P em Ry S Tahun , Laki-laki / perempuan.
4. Agama
5. Kewarg\a\negaraan
6. Pekerjaaﬁ\ S T, o o esasioneasiiniin ot SR AP o B/ .. ....iiininnne
7. Alamat \\\ SIP o, TT  h AE  SP
8. Telp/HP/ E‘ax DE-mailli~ ;" Lr . . JIN D). . . . .. ooiconerenssdit althlheeeesanseneasnensenans
PERISTIWA YANG DILAPORKAN
1. Waktu Kgﬁadjan s\ BEIaTE . Oy ;tanggal ....... bulan .......... tahun 20.............
Puldbl . .errd WIB.
Tempa/t/ Kejadian BANY, A )  V,
Apa Y’Jang Terjadi Bl e R, .. (o e i P SO W . ... ceeee
/ melanggar Pasal ........... Peraturan Daerah ...................
“ Nomor ...... Tahun ........ DR R0, . ...
4. Pelaku / Tersangka MENmma ... a0ANS Tempat/Tgl. Lahir : ................ R
\ MR .... Y........... AT J..........co00000 .
Kewarganegaraan : ................. , Pekerjaan : ................ ,
Alamat Tempat Tinggal : .......cccoooiiiiiiinn
LELDAEIE/ B8 5 Pl B S L0l
5.  Modus Operandi : GO B Y. U O T W . s
6. Saksi-saksi : . . i T e vevvssssssesssnnmnsssssbonnavssnnsavans
7. Barang Bukti R ., i
L T
URATAN SINGKAT KEJADIAN oo e e
TINDAKAN YANG DIAMBIL : --- R ——

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan
ditandatangani di ................. pada tanggal .......... Bulan ........cooieee Tahun .......ccccuvvs =mmmmmmem

Mengetahui, Pelapor,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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b. FORMAT SURAT PERNTAH TUGAS

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMON .
Pertimbangan ,Béhwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas N\
.................. , perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar /z" 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
/4 £2.7 Pasal..... B e SRR T
Nomor......c..... Tahun ............. Yl S N
SIS RO S O
; DIPERINTAHKAN
Kepada 104 INETE TN S gl OIS o et U ORI
\ B IPangkat/ NIP < A g BRI, .. ittt ot e cesssessenssnsaonnnssssnans
| | Yabatan™s: [ fFc NGV WIS e
/ 2. Nama BN i R e ess M\ . tesesssensessensansane
/A Pangkat / NIPEE W .\ N L]t B e
/ Jabatan T Gt ) Ty ey o SO s o oo R S R
/ 3. Nama O, HANENERR L I oo O A NSRRI
/ e T e N [ B A e o L
/ Jabatan § caitrensssibenssasesiiacs st e, B ... .............
[
Untuk 1. Untai\ Qe gakan tugas ...... (MONAR IR L. e
2. Suarat perintah ini berlaku mulai tanggal ..........cccooeeveiiiinieniiieceee,

Sampai dengan selesai.
3. Melaksanakan-Perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan
hasilnya.

Selesai

[81] [P [ €15 1 | R —pe———————
pada tanggal § sosammansnsnnapssssnsyesssnnssssanasnens

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP s
2. Nama /NIP e
3 Naria/NIP ceossmssmamnan
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C. FORMAT SURAT PERNTAH PENYIDIKAN
KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
NOMOT & e

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pldana di bidang .......ccccovveeenn.
S R , perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar 7/ 1. Pasal6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;

2. Pasal...... o8 Ty S TN —

NGTafe &2 L ) O N N
3. LaporaniKeéjadian Nomor ..........-SiEsmh, ... ganggal........cccccoviinn

DIPERINTAHKAN

Kepada 1. Nama s SN . o U OO
| B IPangkat //NIP / £ B B . ..o ovhlonnsionnesnusiithonteb ssessiossnassneissnsssassnns

| Jabatan A botlite .t AN O etk - L
/‘2. Nama N L R e A VN
Y Pangkat / NIPULWEEEE. .\ /o . L o tiiiesat e e saeernnensessnnsonansns

Jabatan R etrs (L Tl Ay o SR eeocignooo T L RO

3. Nama L . CLL P e I W\ .

v/ PRkt NI P S I oo e e B
/ Jabatan s saivessnssisnnessesiiacss iaitao e SLU O S R WL

Untuk | : 1. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ...........cc.ceeevvrnuennenn.
\ sebagaimana dimaksud dalam Pasal .................ccccooneeee. Peraturan Daerah

..........................................

.....................................................................................................................

2. Membuat.rencana pelaksanaan penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana

pada kesempatan pertama kepada ........cccceevveeriiiiiiieiie e
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai

Dikeluarkandi  :..oooovieeeeeee e
pada tanggal .

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang Menerima Perintah :

1. Nama /NIP e
2: Nama/NIP  ssessoseasnaamey
3. Nama/NIP
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d. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

NOMOT t e

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan
tindak pidana di bida_n’g Do esennsnsonsssssnnasssssasnansssy ‘PErll Mmemanggil
/séseorangwlrmtuik,di(leﬁgar keterangannya. -

Dasar : /1. Pasal7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan

y Pasal 113 KUHAP;
/2. Pasal Peraturan Daerah ..............cooeevviiniiiiiceiiiiiiinieee,

2

Laporan Kejadian Nomor ........0000d e neenn. t@hooal ......cooeinieee
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor .................... tanggal .......ccceeeenee.

MEMANGGIL

| Nama R o R T e 1
| B Tempat / tanggal TGN NPEIR-..\\Lok....ovioemscnansissans oBbdeessesssanssnasssnnssnaeasn
/ Jenis Kelamin N L R o D
/ Agama S L e . | R
/ Pekerjaan I i £ S oo - 1 TR
/ Alamat tinggal GURR O A oo o L LTS

Untuk ¢ _Mefimbadap kepada . i vureoiioeosns .ol selaku PPNS, di kantor
Satuan Polisi Pamong Praja ..., B Hari .........c...
tanggal ... Bulan'y. ... s0000 tahun ................ pukuly..................
| untuk didengar keterangan sebagai saksi/tersangka dalam perkara tindak
\ pidana................. Sebagaimana dimaskud dalam Pasal ........... Peraturan
Daerah Nomor.......... Tahun............... Tentanoh, SEn. S .. ....ccoeiveinas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :

1. Kapolresta .......ccueeenen. (hijau)

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
3. Arsip (merah)
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€. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA
KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

------ Pada hariini, .................... tanggal .......... bulan ................ tahun 20....... Pukul ...........
Saya --=--m-zn---- I R
Pangkat / Golongan .........ccccccevviviviiininiinns iy 1 B s RSSO SN | , Jabatan
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----
----- 1. Nama D eetreeeerieennneesnneeeneeeensneesnneeeeness JAbAtaAN i
Pangkat/ Golongat /INIP' & coieussvgremmmosetineemivsssvossin s ssasss s onsusssessssssnsessosssssins
----- 2. Nama D rreererofalieducnseersenenncsaaasensasssane JADATAN covreeerreneencennannnes
Pangkat / Golongan / NIP S o o, T ey
Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :
1. Laporan Kejadian Nomor ................coses Tl o o N N T T RUS R
....................... ol A R
Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa ............cc.cccceeies

Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.

2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.

3. Melakukan ki‘agiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan
Barang Bukti.

4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.

5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaan telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah : ---------eceecmmemoeeeene
Nama / et rverememy b, WERERERE L e o e o B R T LT,
Tempat / Toll lahitSF Nl ..... ... SIS e, ... Sl O B ...
Kewarganegaraanguiu WHB . ... .......c00c00eemeeenresiessnsnnnsensonsanos N auumr: . S00se. b0k e evveeesannsnanns
Agama | B {8, RN N AN A
Pekerjaaq B\ N\ Y, R RN oV /L A e A
Alamat |\ i AWy, VT s PNY o AR T SN

Dengan disaksikan oleh

1. Nama 5
Pekerjaan
Alamat

2. Nama
Pekerjaan
Alamat >

------- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaah di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas

kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..........cccoevviniiiiiiininnnnn.

pada tanggal dan bulan tersebut diatas tahumn ..............c.. =mmmmmmm e

Yang memeriksa TKP
Pemilik/penghuni rumah/bangunan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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f. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA /SAKSI
Nomor : SP.Bawa/ cc.uuviiiiiiiiiiiietiiiiiiiiiiiriiereesennneeennes

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang ......... veveveeee.untuk  dilakukan  pemeriksaan, perlu
melakukan tlndakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena
tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu
dipandang perlu mengelualkau surat perintah i 1111

Dasar § /l. Pasal 7 ayat(2) ‘dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
; // 2. Surat Panggilan Nomor : .......cccoeevveeuniennen. Bitanooal ...........cccvneeene. 3
//' 3. Surat Panggilanke-2 Nomor:................cu... Stansoal ......ccoeeieenees %

y/ DIPERINTAHKAN
Kepada .+ 1. Nama SRRy, o T A N
\ Bt/ NIP O L
\ Jabatan L o, 5ol |
\" 2. Nama B o ot o
3 Panglcat /IS BN, .o ol ......................
/ Jabatan AR A AEEDY W el R
/// 3. Nama DFRET LB R
Y Pangkat{/{NUIEP - .ol QI 1L oeoeeneoonttoto ottt S s eennneesnnssssnnanne
/ Jabatan e e i T
Untuk /‘/ : 1. Membawa Tersangka /Saksi :

/"‘ Nama oo e s SO S WL ...
[ IS Tol. Tahir _:................ OSSR, ... oot e e
Jenis kelamin FRERRY OF 7 %y b [ Ree
KeWwabsagena riame. BRI, . e oo iencosetine e funnennnnannnne
‘\\ Agama I, e T T, T N e
\ Pekerjaan T R T A
Alamat 7 BE BEEA NN T
Untuk dldengdr keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang
veeeesrieesinnnennnne.. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal .............. Peraturan Daerah ...................
Nomor ............. Tahun .............. DO IO O B I v oo eecnnneniessisinniniansassannassensunssts %

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita
Acara membawa Tersangka / Saksi.
Selesali.
Dikeluarkan di: .....cooovvviiviiiiiiieiiiieeeieeenens

pada tanggal ¢ sssssssnsssiessises

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP sscvsssinvssesomsssssss
2. Nama/INIP  .ooreiiicceeeeeeenees
3. Nama/NIP. isesssasssasssims
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g. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK MEMBAWA
TERSANGKA /SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor S an e RS RS SR S S SRR Kepada :
RIasifikasi: 4  covrmsmsiionitinsesvmasssonssnisssaiinesmmasnnte Yth. Kepala Kepolsian Resort ............
Lampiran I —— di-
Perihal : Permintaan Bantuan Membawa = 000 iiiiiiiiiiiiiiiiieiiee..
Saksi/Tersangka A.n. ............ .
Upissssssssssunsmsssnssassvers . .....................
l. Dasar: /
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP;
b. Pasal ......... Peraturan Dacrah....... .... Nomor .......... Tahun .............
L5 (L B B RS PN
c. Laporan Kejadian Nomor .............c.oovurnenn. tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa telah
dipanggil Secara\\\sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik
tanpa alasan yaug sah, terhadap Tersangka/Saksi :
Nama | I REY Sy, B N R e 8 R OU R
Tempat/Tgl. La]lﬁr STt e LR o L RS
Jenis kelamin / il . ARG L IR eventh, | OO
Kewarganegaraan T e\ e e S L B e
Agama / o DRARRARR A e o L LTI Ree,
Pekerjaan / T P S D v oo GRSy O R 1 R
Alamat ,/" G R e IR D e S My B NS
Dalam perkara tindak pidana dibidang ..........c.c.ocooooniii i sebagaimana
Dimaksud dalam Pasal ............. Hiutauran Daerah ... P B . . s
Nomor ....... Tahun ........ N\ @ il NSRRI aOT AR e T K RN
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta
kepada Ka. untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan
menghadapkan tersangka/saksi) tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan
Polisi Pamong Praja.
1. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
a. Surat Perintah Penyididkan;
b. Laporan Kejadian;
c. Surat Panggilan pertama; dan
d. Surat Panggilan kedua.
5. Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Tembusan
Ly e
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h. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN /1ZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA
PENGADILAN

KOP DAERAH

Nomor T — Kepada :

Klasifikasi @ .ooeeviieieiiieeeee s Yth. Ketua Pengadilan Negeri...........
Lamipitafi % sossasmsmunsanssaesis di-

Perihal : Permintaan Izin/Izin Khusus = i

Penggeledahan.

/

1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP;
b. Pas (... Peraturan Daerah:ii... ... oap o R

2. Sehubungan' dengan perihal tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan
penyidikan t01hadap tersangka atas nama :
Nama | g
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis kelamin/
Kewarganeg/araan
Agama /
Pel\eljaayl
Alamat / / 2
dlpellukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal dan tempat-tempat
tertutup lainnya yang terletakdi ..............oovmereiereuecueesiionssiossenssssnsevseeessesncens diduga sebagai
tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana dibidang ..o sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal .............. Reil T maldafTa I ... .ol el o e
Nomor ............ Tahun ............. LN TTTIE IO, ... ... oo e the eetbe . shaetRes bt e seane e senanneennans
3. Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan :
a. Laporan Kejadian; dan
b. Surat Perintah Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.

5.  Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap keputusan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP: ssvamssssnsnmmmnam
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i. FORMAT SURAT PERNTAH PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang
............................................................................. , oleh PPNS diperlukan
tindakar penggeledahansmsismmimassmssensssisssssmssssase
maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1., Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;

2. Pasal ceesseeenee.. PeéTaturan Daerah ..... 001000 M o1 voisnsnnnesrsnassasnasnessss

w 3

Laporan Kejadian Nomor .............ccooveeevniiiinnnenn. tanggal ...ccovveine g
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..................... tanggal .......cccoeenenne

DIPERINTAHKAN

Kepada \ 1. Nama et . U A
\'\\ PangiGURIGOL/INIP /@ ..ooocineiiiicninne.. RO il L e
X Jabatan vz TR st ot
2/ Nama CI . BN 0.0\ ... o eeotee e nessdlinh dtheeeranevsensaonrmnannnanene
| BPangkat/ Gol/NTP Q... S0 . o aiittere it e connerssnesssnnnssnneses
/
/ Jabatan W Par B e SRR,

Untuk /,l. Untuk melakukan penggeledahan ..............ccoovviiiiiiiiiiiiiiiini di
[ T T R yang diduga sebagai tempat kejadian perkara /
/ persembunyian tersangka / disembunyikannya ~barang-barang bukti,
/ sehubungan dengan terjadinya tindak pidana ..cicccoovvmnvueee o
| yang terjadi pada tanggal ................ooo b, B e T e eananennns
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..o Peraturan Daerah
.......................................... Nomor ..ccceueeocavee.. Tahun ................... tentang

.....................................................................................................................

2. Penggeledahan dilaksanakan untuk Kepentingan pemeriksaan dan atau
penyitaan.

3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus
membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai

Dikeluarkan di 3 ensmeeiissies
pada tanggal SRR NP

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :
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I. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA
PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

Nomor ! TR Kepada :
Klagifikasi ¢ osssssmsssmsssmssimsssmss Yth. Ketua Pengadilan Negeri...........
Lampiran @ di-
Perihal :  Laporan Untuk Mendapatkan ..
Persetujuan Penggeledahan.
1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2). Pasal 107 ayat (1 ) dan Pasal 112 KUHAP;
b. Pasal .......... Pelaturan Daerahe s = B 18 B . s Nomor .......... Tahun .............
tentang ......., (A7 A VT, W WIS TERL W0 100 TR BN O A S O B S A A ...
c. Laporan Kejadian Nomor ...t ioieenen: T A AN
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor .................c........ i | R S N

2. Sehubungan ‘dengan perihal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarakan
hasil pemerlksaan terhadap tersangka atas nama :

Nama PN, DS S T Rl b A .
Tempat/Tgl. Lahlr ST B S R A e
Jenis kelamin :“ e Y (Ve By e el O
Kewarganevaragn SRR gt L BB A
Agama ROl || el S USEer | B rrrerreserlh,
Pekerjaan / T oo | L B R e i, L B A PRSI
Alamat Ge T IO N JHETHERY Y AL e RO
Didapat buktl permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana ................
di..oooeno f S S0 S0 N pada tanggal S, han .. sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ... Perta@ianBBAERah ............ccccouuunneineiiionnenn O Nomor ............
Tahun ............. Tentangs SR NI ... 0. oo ovionnnneeess RO AMIT ST, Lo o0u. J00i it od e e e enennnas

3. Karena kéadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa
pellggeledahall terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/tempat lainnya yang digunakan
sebagai tempat melakukan tindak pidana.

4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat penetapan
Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :
a. Laporan Kejadian;
b. Surat Perintah Penyidikan;
c. Surat Perintah Penggeledahan; dan
d. Berita Acara Penggeledahan.

5.  Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap keputusan.

gl Bitnan Dol Pamugig Bray =~ e s e
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIPs svssvsnsesovssunsvesmasssmvensenans NI oosvmmmvamsssmssmsesaims
Tembusan
T:  mmsessesreoTRmay
)
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j. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor S e R e e SR R G Kepada :

Klagihkagl. & sowinormammnsiusimvnees i Yth. Kepala Kepolsian Resort .......
Lampiran B et e R e di-

Perihal :  Permintaan bantuan Penggeledahan ...

1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, pasal 36,
Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP; =

b. Pasal.......... Peraturan Daerah .......oc.oooveeeeeeeevevieeeeeenen: Nomor .......... Tahii . svemsssvsss

tentang ......................................................................................................
c. Laporan Kejadian Nomor ................ ANy T A R N
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor .........cc...........coiss o N AT

2 Sehul)ungan\‘ deugan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan
terhadap pell\ard tersangka

Nama N s SRR e ORI T, i R
Tempat/Tgl. Lalm IOSHARMEEY T Bl N R EUTaT R L
Jenis kelamin | A /B G B W T R R
Kewarganegardan Sy | SRRt B ook DI
Agama SRR 0 Wb Ay L R A N TRUUTRRTORRR
Pekerjaan / S MR, A R A ¢ [T e T L TSR
Alamat  / I n, AN R o L
Diduga telah melakukan tindak pidana ...t . Sebagaimana
Dlmaksugl dalam Pasal .............. PertauranDaerah .....cccc.c... .o,
Nomor ..., TahanS sy 4 D (1N eI SO D\, o A

3. Untuk kl‘zpentillgan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa :

4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3,di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisisan Resort
............................................................. guna melakukan penggeledahan dan saebagai bahan
pertimbangan dllamp}rkan
a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah penyidikan

w

Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri sipil

NIP: wovssenvomposmmvosin

Tembusan :




_ 45 -

k. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT TERTUTUP

LAINNYA
KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

------ Pada hari ini, .................... tanggal .......... bulan ................ tahun 20....... Pukul ...........
Saya --------- e e e TR e R R e e R , Pangkat/ Golongan ..........cccoecuevvuiinnnennnnne
NLP.. veviscmsimnmenisuiiasmmsemmsas , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : - e e o
1. Nama R I R W AR
Panigkat:/ Golotigain) NIP'  Suassnmmmsemsmmmsmmsis s s s s oo i s v sieassvss
Jabatan R TN
2. Nama )
T 1
Tabatas S A S e T e R e

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1. Laporan Kejadian Nomor ...........cccuueeee. tanggal.nsamniseiansssarssinnmnaasiee
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........ e, V] e R S
3. Surat Penetapan 1zin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri .......c.ccccouveeiieiiinennnes
Nomor .........., V4 f tangpale ™., . 0. 20 0. (bila pelaksanaannya berdasarkan ijin
Ketua PN lerlebl,h dahulu).
4. Surat Per mtah Penggeledahan Nomor .................... gancoal ABF R\ ..o
Telah molakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutup lainnya /
............................... diceeiediiiiiieiniece e cieneee.... déngan / tanpa izin tersangka / penghuni
rumah / .......\Jh S0k . ) e RS e e PP R R
Nama \

Tempat / Tgl lahir
Jenis Kelamin

Kewargallegaraan

£
Agama

Pekerjaan’
Alamat /

Dengan disaksikan oleh

1. Namd
Peke‘il'jaan
Alamat

2. Nama
Pel\ei‘jadn
Aldmdt

...............................................................................................................................................

.................................................................................... Setelah dijelaskan dan ditunjukan
Surat Perintah Penggeladahan kepada penghuni rumah / bangunan serta yang menyaksikan
/ Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa
didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil /

ditemukan berupa : -------ceemem s

------- emikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
Demikianlah Berita A Penggeledal dibuat deng b ya atas kekuat

sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ......cccoooiiiiiiiiinn
pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun 20 ..........ccoooiiiiiiiiiiiiiin s

Tersangka / penghuni rumah / bangunan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Melakukan Penyitaan
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I. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA
PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

Nomor T Rt Tt Kepada :

Klagifikagi § ossmsesesmssssssssssassmmmassssonsssiss Yth. Ketua Pengadilan Negeri...........
Lampiran @ .. di-

Perihal : Laporan Untuk Mendapatkan e,

Persetujuan Penggeledahan.

1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) ]/),'/Pasal T ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP;

b. Pasal .......... ngaturan Daerah Tahun .............

tentang
c. Laporan Kejadian Nomor ..... )

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor .......................... HBEA] ......00 i B,

2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarakan
hasil pemenksaan terhadap tersangka atas nama :

Nama O T e B o T e e, B T S
Tempat/Tgl. Lalur SN TR B S R B oL | R
Jenis kelamin J e O e BE A Rt ol G
Kewarganegar aan S WAL U L IR et ) | R
Agama OO 4 AR USR L R vyl  RIRTRIPRS
Pekerjaan A ¥ BB L S e e s, [ By, N OOUOR
Alamat / e T b JRETHERY X R e o T TR
Didapat buktl permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana ................
...................... pada tanggal ................................ sebagaimana dimaksud dalam

.- PertagRauBIA@Rah ... ............ccoeninneiiionen. SRR ..... .. Nomor ............

LS 22 B U el Ty PP K A PP

3. Karena kéadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa
penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/tempat lainnya yang digunakan
sebagai tempat melakukan tindak pidana.

4. Guna kepcrlue\m tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat penetapan
Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :
a. Laporan Ke_]ddldll, :
b. Surat Perintah Penyldlkan '
c. Surat Perintah Penggeledahan; dan
d. Berita Acara Penggeledahan.

5. Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepille Bpan Pl Pampnp By =~ oo r mm oo
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP; cossvsvssonmesssssnmesssunnnssssaans NIPR:cssinssomismsswssssvvasassosessimse
Tembusan
[ T oo
2
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l. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor T e s Kepada :

Klagifikagi. & sosmnanmmmsmmvmsvismssssssivsissvess Yth. Kepala Kepolsian Resort .......

DLATIPITATL, £ swsanasiinsomsserssesiiiesiasasssmsnsiasse di-

Perihal :  Permintaan bantuan Penggeledahan ...
1. Dasar:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 32, Pasal 33 Pasal 34, Pasal 35, pasal 36,
Pasal 37 dan Pdsal 107 ayat (1) KUHAP;

b. Pasal .......... Peraturan Daerah ...o.oeeeueeeereeeeeeeeerseseereenenns Nomor .......... Tahun .............

tentang .................................................. o ool oo P NN TR
c. Laporan Kejadian Nomor it it vy oo Al N T
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor .........c.....c..ccouiis Lo N A

2. Sehubunﬂan\’ ‘dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan
terhadap ])elkara tersangka :
Nama :
Tempat/Tgl. Lah.lr

|
Jenis kelamin |

Kewaraanegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat

Diduga telah melakukan tingak pidana 8., BRI e oo nstie o sebagaimana
Dlmdksud dalam Pasal .............. Pertauran Daerah ........co.c.... .. 0. 0l s
Nomor ..[.......... Tah iy 4 (o 111 T RN N, e S

3. Untuk kgpentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa :
\

4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3,di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisisan Resort

............................................................. guna melakukan penggeledahan dan saebagai bahan
pertimbangan dllamplrkan

a. Laporan Kejadian

b. Surat Perintah penyidikan

R e, R w4 e O TS S R T eSS

5. Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri sipil
1 IR ssisssins basessimsssvhisus s inaanies
Tembusan
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m. FORMAT SURAT PERNTAH PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH PENYITAAN
NOTHOE & swasssmnsvsssemmsassmamsys
Pertimbangan Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan
penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung
dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat

Perintah ini.

Dasar : /. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40,
j pasal 41 dan Pasal 42 KUHAP;

2. "Pasal ......... g IPERGEETIEeE  h (... 0 e eenensenas
Nomor ., ... Tahun............. TENLANG ..ovveerieenie et

3. Laporan Kejadian Nomor ..., Eangoal’ JB>........cooi0iinnee

4. Surat Peruntah Penyidikan Nomor....................... tanggal ...

\ DIPERINTAHKAN
Kepada \‘»‘ e NG Al © 4 S B, . (O e s (b |-+ s onassensvanssanssinnnnns
| Pangkat / Gol /NIRRT i e eteeeenneecseesnt e denneeessssenesesenannees
//‘ Jabatan | FEEEE S Ll o gl Tt M ke eueneeeeresssersananana
/// ZBNama: > W T N e IR B i cenaa e
/ Pangkat / Gol / DR borerli . 201 .o i iinen et B e
/// Jabatany "\ QS BT, ... o0 iuune e e s SO T e e e ouoeannnnasenns
Untuk | 1. Melakukan penyitaan barang bukti berupa :
r‘ o, R .\ sl S :
. [, \ N\ A ORI SR D ] R N SN ;
“\ L T L R RPN 5
) Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana dibidang
......................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......................
Peraturan Daerah ......L.......ooii. Nomor ........... ALY 1) 1 T
UGS v oo g o groodocoonBrooc oo oo oo T Pl TP

2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap
barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.

3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus
membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan
dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai

Dikeluarkan di
pada tanggal
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang Menerima Perintah :

1. Nama /NIP
2. Nama /NIP
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FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA
PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor R Kepada :
Klasifikagl: @ covmsmnssssmsmnssssssssisssssssssesviss Yth. Ketua Pengadilan Negeri .......
Tampitan. § gerrrs i e di-
Perihal :  Permintaan izin/izin Khusus L
Penyitaan
1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1)
KUHAP  / 4
b. Pasal.......... ﬂﬁeraturaneraerfIh' .......................... E— ... Nomor........... Tahun .............
tentang ... A8 A N N e e . T e O e N AN ....coooiooiinieniiniannanens
c. Laporan/Kejadjan Nomor .. .00 » T V. o AL A N N .
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ...l AL o N
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan
hasil pemeriksaan terhadap tersangka/saksi ..........c..c....... atau penggeledahan.....................
Atau ditemukan langsung oleh petugas/penyidik ...........cossssseioeenns. terdapat benda /
barang yang (Iidllga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang .........................
Sebagaimana (?imaksud dalam Pasal ............ Beriburan Daerah ...l 0i.oeeennnieiinnnnciennananen.
Nomor .......... | Tahun............. tentang

w

Yang terjadi di
/
tersangka .. /.

Untuk “ kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda
tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama ‘\v :
Tempat\/Tgl. Lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

Pekerjaan

Alamat

Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan
Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.

Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri sipil
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0. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN
KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor Kepada :

Klasifikasi Yth. Ketua Pengadilan Negeri .......
Lampiran di-

Perihal :  Lporan untuk mendapatkan e

persetujuan Penyitaan

1. Dasar:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42

KUHAP
b. Pasal .......... Pe/raturan Daerah .... Nomer .......... Tahun .............
tentang ........ 1o P e . RN ... svsssvsnasassesasnasesssies
c. Laporan Kejé/dian INQII QT voo; oaz. W05 000 208, B (Bamy o ]P0,
d. Surat Perjn/tah Penyidikan Nomor i, .. LAnSoall AR ..........occ0enneiiineninn

2. Se]mbunggx{ dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena
keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita
benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang

‘ sebagaimana dimaksud dalam Pasal............... Peraturan Daerah

................ Tahun..................... tentang ..

Yang terjadi difs....occise. . ci... il B pada tanggal .............coeenene atas nama

‘ ...., berupa

tersangka ......

3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :
Nama | s
TempaF/Tgl. Lahir
Jenis ko‘;lamin
Kewargbnegaraan
Agama \
Pekerjaan'
Alamat Tinggal

4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat
Ketetapan Persetujuan Penyitaan.

5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi
penyidikannya antara lain :
a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan
c. Surat Perintah Penyitaan
d. Berita Acara Penyitaan
e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri sipil
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p. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENYITAAN

------ Pada hariini, .................... tanggal .......... bulan ................ tahun 20....... Pukul ...........
Saya --------- e , Pangkat / Golongan ............coccvniiniinnnnnn
NIP: sissssvonsnmpasssassimivss , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -------omomm s
1. Nama e R R S S SR S S e
Pangkat / Golongan / INIP 1 ...
Jabatan e A e R S RO R S T
2. Nama .
Pangkat. Golsngan I NIP L I
Jahatan Sasnon s sssnnssnssaeanneronnsrsnssros nosAasSsSA RSN REER SR PO E

1. Laporan Kejadian Nomor ...............; Z# WMiocal ................ T P T
2.  Surat Pel'illtall’Penyitaali' NOIOE «..veceereenaeiieennns EARSTAlE. A W\ ccoveciiniiiisianannaisiiin
3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri .................
Nomor ....,
kepada /K'étua PN).

Telah melakukan penyitaan barang beruapa : s-----=---=sassm s s se oo
| DO, B My AORRREEAe By, W A
AN, B S SR R A S, ot
PPN § e o, D M iy A oo Rl 0 ol O
de i 8 P TR - B O NN el Koousngsamsasanassmssssaress

Dari pemilik barax‘lg / yang menguasai / Tersangka / Saksi : ----=---nsmnemcmmmm oo

Nama / Sty B Nt g, SR B e
Tempat / Pgl lahir® ==,  SUEES. .0 )L ALY ... B e
Jenis Kelamin S BB L\ TR B [ N e, O
Agama e )y FRARARY L e o R ) RO
Kewal;éanegaraan ST N T, o o R A o o L TTOORREen
Pekelﬁaan St T T L e aeeeios P ST TSR
Alamlat BV ...............co0e0cicninnensnnenso oo NRMNERNRNIRIR |, (1, it oot e nnnesannnnenes

Dengan disaksikan oleh

1. Nama S VApe. T MDY (ORI e
Alamat S o B, e N N R R H RS
Jabatan B e b . a N e me & o RO RN

2. Nama o B R RNE W HR BEBA
Alamat B
Jabatan o, el N A R R R R R N

Dalam rangka penyitaan perkara dibidang ........c...ccooeiiiiniiinni, Sebagaimana

dimaksud dalam Pasal .............. PeraturalifBQRIEING.. .. ccimsvismsamsmniesmsrsisosissssisssiasssissrivesise

Nomor ............. Pahiitices s T T 0 R s e S S S A e s s

Adapun pelaksanaan adalah sebagai berikut : ----mmmmmm oo

------- Barang bukti ...........c..ceeeeee.. (diserahkan/diambil dari pemilik/yang menguasai

barang/ditemukan dari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan
penggeledahan)

------- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan

sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-,asing petugas, (pemilik

/ yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawahini di..............

pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun .........cccoovviiiiiiiiiii e

Yang Menyerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pemilik/yang Menguasai Barang Yang Melakukan Penyitaan
NIP. oo
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q. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
Nomor T T T Kepada :
KlagifiKkasl @ swvissuveisssssssssssvosssssanvsssssssanss Yth. Kepala Kepolsian Resort ............
lampiral; § sotrtmanr T di-
Perihal :  Permintaan Bantuan Penyitaan =~ ..,

1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal
107 KUHAP;

b. Pasal .......... Peraturan Daerah /,// ......................... Nomor .......... Tahun .............
tentang ............ //./ .................. ; ..............{_.7./,,(::'.: ....................................
c. Laporan Keja;]i/an M s AL i e A
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....ccoiiiiiiinen...... Tancoall S A M. .............ccooeenmnnene
2, Sehubungag /dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil
penyidikantindak pidana ..., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ................
Peraturan Daerahe..... ... SSSEEEE ..............ccccc0vereenner Nomor................ Tahun ...............
tentang ........\ ok Se..voes SRR ... Joooranesssosenssnnssssnsanosmronnsonss QUMM st oe s agodssiosessnsonsossnse yang
terjadidi........ AR, pada tanggal .......... bulan............. 0. . tvaee. do 101110 11 OO
dengan dokumen /tulisan dari seorang yang menguasai atas nama :
Nama " O B 7 B ORI e 8 R
Tempat/Tgl. La&lir 2 e S, RN 0P W el O T
Jenis kelamin/ e 1 N L R o B VRN
Kewarganegatraan QS ATy, L e B ) RO
Agama / T e, )\ T TR L W A ey S OONORRRN
Pekerjaan/ G TR N B8 S AR e B S
Alamat / PR o o A st oo By AR
Dalam pérkara tnakepidinadibidang .........ociiniinne ot SO sebagaimana
Dimaksud dalam Pasal .............. Pertauran Daerah ..... g S B . coe . oocettbeesontereeceessersanses
Nomor ‘w .......... Tahun ... 0" ECEBmo ... L. ...... AT e
3. Untuk képerluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort ............c.c..c......

guna melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/tulisan tersebut berupa :

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang
meliputi :
a. Laporan Kejadian;
b. Surat Perintah Penyidikan

5. Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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r. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

INOINOT v aweis viosivmaimain sisinons soniaisiasiaaieis
------- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama ........c.coevvviiiiiiniiinninninenncnnneeee... Pangkat/
Golongan ........cccoeeevueerininnne NP osssssesmsssssmnsssmnmumvsnsss dalam jabatan sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang
atau surat atau tulisan lain dari pemilik/ yang menguasai: .......cooceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s
Nama /. . 7 T O O e O e - A TR e L/P
Tempat / TglAalki Wh Wi 15, 55 T8 S S o S o ST AW AR ................
Pekerjaan/ e &2 AW R T S
Alamat/ X o R N
Dengan disaksikan oleh SRS ... oo R ol
1. Nama X s e s s s aaa T g o s+ s ias i I . ... L/P
Pekerjaan | s, (PO - R, N o
Tempat tinggal SSGRREET L. B SOt | R
2. Nama / R— Ty R A R 1y A L/P
Pekerjaan / e ARy LB oot - IIRRReeees
il
Alamat tinggal I e b T et O\ s v eeees
/

/
/

/
Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka

................ yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang ............c.cccooovninnnnen.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal .............. Peraturan Da@x AR, .......00.00 0 e
NOMOT ...} ousoesits Tahun S 57 L (TGRS NV 4 e Y S

Benda-benda atau barang-barang atau surat. atau tulisan lain tersebut adalah
sebagai DerTKut & cmmme oo
(daftar benda dapat dibuat lampiran kalaw kolom tidak cukup)

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Pemilik / yang menguasai Yang Menerima

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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S. FORMAT LunAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN
BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

NOTHOT & cssvnsassimmer s s e T san

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada
kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena
ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga
tidak dapat dipindahkan / dibawa kekantor atau dibungkus, maka perlu
dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, pasal 130 ayat
~  (2) KUHAP;
2 Basalh, om0 Eesatamas D aerah’ 00 S0 A0 @b B ccocove i
Nomor .. s Tahun ............. EDLang . Lol 0 i,
3. Laporan Kejadian Nomor ...........cccoociinennen. HNoaBlLW......................
A 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........ce...cocennen.. tanggal ...............
\\\ 5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ..........................
AN I il s i S NPl .......................
\
\ DIPERINTAHKAN
|
Kepada | 1. Nama s i LR e 8 R
/ Pangkat./ NI 5ol A, B B e sssiaaens
Jabatan PAh AW || B —— LSRR
2. Nama o e R £ B oo T T LT T T
Pangkat / INIRQEEELLE. . LLLBPRT. /.., o S0, OOmmn B ) covvnavesivsnanns
Jabatan o W A Ry ST R
Untuk | : 1. Untuk melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap
‘ barang bukti yang telah disita berupa :
\ R Ny O TR (0O £ A
\\_\ | FERE i, VDET e
\ yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana ............................
\ sebagamana dimaksud dalam Pasal ©........ Peraturan Daerah .............
N Nonkimmis Tahunz ol R A
\2‘.‘\Meny1mpan benda sitaan sebaik- balknya dengan penuh tanggung
jawab.— :

3. Setelah meldl\qanakan penveﬂeldn dan atau pembungkusan wajib
membuat Berita AcaQanyd

Selesai
Dikeluarkan
i seessscomwsoscewsssssesces
pada tanggal

Yang Menerima Perintah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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u. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG
BUKTI
KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

------ Pada hariini, .................... tanggal .......... bulan ................ tahun 20....... Pukul ...........
Saya --------- R , Pangkat / Golongan ...........cccovvvunniiininnnnnn.
B I T — , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : ---emmm oo
1. Nama RO NSRRI =S S SR =N
Panglat/ Golongani f INIP'  ssosmsassrmmsias s iaisasmss
Jabatan T ———————————

2. Nama )
Panylkat ] Golongn [NIP 1
Jabatan /. s

Masing-masing dari Kkantor yang sama berdasarkan

1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor cceuen.......... EanEoall BT ..o i
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor—................. I cAlV. BN A B .......coooinnnnnnes
3. Laperan Kejadian Nomor "..ccccivueneninn L a) SN
4. Surﬁt\ Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor ................
tangsal N VIR (. ol e ool e ssatonton ot NI SU AL .. .ooovececonaannnonce
Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : ------------eeeeeo-
@ mernenty 8.8 oy I T SR e A .
b. 1‘ .....................................................................................................................
O ¢ i e TR, L B NIRRT B S
Yang diduga adA kaitannya dengan perkara tindak pidana ...............cccccoiiiii
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal ................ Peratufgn Daerah ceoeeeeeescet 8ebenenrnnnnnnneneeneenees
Nomor........ . Shahunett.. .. tentana@TT] LT (7). ... Jiiee . conssaussonasasse sthdossssnnaesess yang
terjadi pada/ tanggal ....................... iy, B AL AR e B R
Dengan dis:/iksikan oleh

1. Nama BN bt A SRR . . .............
Pékerjaan N Y, IR TSR O 4 AT R
Alamat N N @ R RN OX T/ A
2. Nama R L INDERP T O e
Pekerjaan e R S . X O
Alamat S O FBE B INSEEN AL R
Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai
berikut & —mmsm o e et EL TR R R R e
------- Demikianlah Berita Acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di

......................... pada tanggal e blan .osesieees: Tahi asmesssssssis 20

Pemilik barang / Tersangka / Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang menguasai Yang Melakukan Penyitaan
R o555 snnsnssissiiotnensitiiesessassin
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V. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

------ Pada hari ini, .................... tanggal .......... bulan ................ tahun 20....... Pukul ...........
Saya --------- e CCaGne e EE L P EE e EE PR , Pangkat / Golongan .........ccccceevvviriiinnnnnnnene.
NIP: v , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama-sama dengamn : -------e s e
1. Nama T —
Pangkaty/ Golongant NIF  §uawssfigmnramssmmssnssmpnisaiamssmmmsissassisas sy
Jabatan L # N
9. Nawiia //‘ = A e g e
Pangkal/Golongan / NIP S S50 SUTE 4100, SURN LS, SUOY, . S SR SR, L BB D v ccecnccicnnnannnsassanansses
Jabatgn/ S S R o o o o ecc e can chnaneadauanssssasiboneeasscasassssssncnscscanans
Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :
1. Putusan Pengadilan Nomor ....................... TR 00 Rt . .......cennennnneee
2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ...ccceueusi... RPN |.........cccc0000000000
3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor ............... TAREIO.....covnevsvvisivosen
Telah 111e11ge1nbal.jkan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah
Penyitaan Nomor|................ tanggal £/ 0NN . S .. yaitu berupa : --------osoereeeeeeeeeo-
Ay T 8 B e R ey, B A R D
B ecsncasce Y e . SR S LTl | S ............cccncnnn
Kepada : -------- 7’-/ ------------------------- e e
Nama /// o L Pt e Ty e, £ R T R e
Tempap”/ pLellahiEt™ e anl...... RO L L1 LLL BT, ... s e oo e S Jo v oe e oo ssannnness
Kewarfiincoasiie g™ o.-..... NS SO, ... W e B\ .. ...........c..
Agamla el R e RN N N N e R RS
Pekerjaan /. R\, e
Alami,at C \M Y, SRR N 7] A e
Dengan dis"‘gksikan oleh
1. Nama A R . T e
Alamat B e A B R R N A e R
Jabatan 3 PR AN Y BB BEWR N
2. Nama PP E U TURTUTTUIROUIIIN. o5 -« os@itroetsnaneeeeeereeeensnneaaesenes
Alamat - o B B R R R R T
Jabatan e, S d B L o

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti ini dibuat dengan cara sebagai berikut :
------- Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..........cccccoeennnnnes
pada tanggal .......... 11111 | tahun 20 ... mmmmm e

Yang Menerima Yang mengembalikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil




- 57 -

Ww. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

------ Pada hari ini, .................... tanggal .......... bulan ................ tahun 20....... Pukul ...........

Saya --------- R —————— , Pangkat/ Golongan .........ccccevviiinnnninnnnn.

L T ———— , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari

kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -------ose s s s s

1. Nama N TS SRR U SRS S

Pangkat / Golongan / NIP 1 ... s

Jabatan T W ———————

9. Nainia / S R e ST o

Pangka l//'Golongan / NIP N 00 SRR SO . SO0 (S, [ SRR L AU o (W b 000 ssssssiinsaadane dasnssaane

Ja])ata}ﬂ T g Bp o R R TR
Masing-masil;gldari kantor yang sama berdasarkan :

1. Putusan Pengadilan Nomor ............c.......... TR .. 0. c0co ol sten e caacnecenncanenns

2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor .....cco.cei... 5 ARR—

3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor ............... tanggal .....ccoeeeiiinnnnns

Telah mengembal\ikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah

Penyitaan Nomof‘.‘ ................ tanggal ............................... yaitu berupa R

Hy e IDERTRRT B R R

B,  ciiiiennnn) S I ke N\ ST ... .coocnennannnerens

Kepada : -------- e e R

Nama /, S L o e i, B e L VRO

Tempag// ollabie™call...... SRR LLL LI Y. ... e B v

Kewagéanegaraan R B e e e B ............

Agalqh e O e NN S W T Mo A

Pekerjaan /. e N, e B

Alamat  \N s, SRR a7 AT ) 1 R

Dengan dis"‘gksikan oleh

1. Nama o A A I (L O D, T N . enieennees

Alah;at s [ PRV CR I TEIIINEINY . . .. .. .. oscaeessennnossoannnnssnanssnssseen

Jabatan o TR RN W OBE O BE BN R N RN

2. Nama o DT PTIPTOUOIIUOION. .. .« 500 er e nsoerenssrnnnnesnrresnnnnes

Alamat s S e o T T coecosessnsseennasssesnassnennnnes

Jabatan e Sl B B RO

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti ini dibuat dengan cara sebagai berikut :
------- Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .........ccccuuveeennnnnn.
pada tanggal .......... bulan ....cccccoeeveviiinnnnnn. tahun 20 ........... ===ccmem e

Yang Menerima Yang mengembalikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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X. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan

Mengingat

Memperhatikan

Untuk

Selesai

SURAT KETETAPAN
NOIMOT : weveniiiinierieeeieeeeeeerneeeenes
Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan

barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana dibidang ...........cccoeiiiiinii yang dipersangkakan kepada
tersangka, tidak cukup bul\ll atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tmdaL pidana atau p(’llYldll\all dihentikan delm hukum, sehingga perlu

inengeluall\an Surat Ketetapau ini.

,/ 1.
y

Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 éyat ( ) dan Pasal 109 ayat (2) dsn
ayat (3) KUHAP:.
Pasal .....c0.... Peraturan|Daerah..................c..ou...... Nomor .............

Resume hasil penyidikan tanggal ......ccoociiiniiiniiiiii,
Laporan hasil Gelar Perkara tanggal ..........cccooviiiiiiiniiinin.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ........ tanggal .........
Menghentikan penyidikan tanggal ..........cccccooviiiiiiinniiininiiiinn.
Nama Al LBy A R
Tempat / TERENDir\ ;. I, 11,00 ueeeasaass hateoessssaneesassannsenans
Jenis Kelamin RO SR R B o
Kewarganegarg@iptel b0 ... .. ooeeniiviseeeeeansttbesthdoneessessaneessanes
Agama SRR ... T W . IR B\ .. ................
Pekerjaan T L L o
Alamat AR RN ~. ) W o R
Dalam perkara llndak pidana di bidang ...........cceeeenneen.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .............. Peraturan Daerah
............................... Nomor ............... Tahun ................. tentang
Kaien ol =8 b =5 8 (tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur
pasal  yang dipersangkakan kepada tersangka, atau penyidikan
diehntikan demi hukum)

Memberitahukan  penghentian  penyidikan kepada Kepala
Kepolisian Resort ......ccccovviiiiiiiniiiincnnnns serta pihak-pihak yang
terkait.

Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang
berhak.

Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

| B C 1TEN 9201 b R —————
Pada tan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

goal
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y. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor Kepada :
Klasifikasi Yth. KepalaKepolisian Resort .......
Lampiran \»~\_JK€@:/Kejaksaan Neger coove:
Perihal di
1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
b. Pasal .......... Peraff WPacrah .............cccoccvennnseesesns N8 Bnor.......... Tahun
............. tentang
c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ...................... BRI Al ....oo0nmsiisninsnnsse
d. Surat Kete“tapan Penghentian Penyidikan Nomor EARIoal ..oovireiiinnnninesenss

............................................

telah di%'lentikan penfiilikannya oleh karena.............cccicccnneeis . .. 0. (tidak cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak
memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan)

3. Bersanig.a ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :
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Z. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor Kepada :
Klasifikasi Yth. Kepala-Kepolisian Resort .......
Lampiran '\MKejaksaan Negeri .......
Perihal di
1. Dasar:
a. Pasal 6.ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
b. Pasal.......... Perafif@ill¥acral..........c.ccoooeeuessionsensesss 008 Nomor .......... Tahun
............. tentang
c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ....................... O a] coouoivosinissvssainns
d. Surat Kete“tapan Penghentian Penyidikan Nomor ..........ccc......... tanggal ......cccooeeeienn.
2. Sehubungan/dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ......cccccceeciiiiiniiniiniininnnn.
sebagaimgna dimaksud dalam Pasal ......I....... Peraturan Daerah ......ccoceeeiiionnnnnnnnn. Nomor
tenTATIREN. .. IR ... s Joonne oo i smae e b e eas e sannnensnneans
telah di}'{entikan penyidikannya oleh karena .............cccooviiiiiiiiin i, (tidak cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak
memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan)

3. Bersallia ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :
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aa. FORMAT SURAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

TANDA-TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

------ Pada hariini, .................... tanggal .......... bulan ................ tahun 20....... Pukul ...........
Telah dilakukan serah terima : ==--s-mmmm s
------ Berkas perkara Nomor .................. tanggal ................ dengan Surat Pengiriman Berkas
Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor .................... tanggal ......ccoooeeiinnis
dalam .............. (ereeotens) rangkap atas nama tersangka :-------m-mmmmmm oo
Nama / s - sans o s TR L T . O O e M NN L eaaiieniieee
Tempat / Tgldlahiry, o ok oo e R ... e odoesdbene edbontt e bhobesssnneesesssnnnnneninons
Jenis Keldmin R X AN e T
Agama Y N ey, G
Kewarganegaraan ' SEEEEEEP................co0cneneeoonsesss UM 0.0 L oitees B0l enennneenennnnnnne
Pekerjaali\\ B e Saste s senesaressonpeiontoarniit o MIATIE o . .........onvnennecnenss
Alamat \ o o R OO s o P T e D, P 4
Dalam Perkara Tindak Pidana di bidang .........cccocueesicieeecension |
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal.............. FePatumramDaerah®itticonam B ....oovveieinnnninnnnens
Nomor ...........././Tahun ................ LETEARD o, ) R L0, ... e,
------- serah te;‘i/ma dilakukan di kantor ...........c..ccccieeviiiiiniiiiiiieiinnieiniee e, pada hari dan
tanggal ters/e‘but di atas ----- s
Yang menyerahkan Yang Menerima
[ Penyidik Pegawai Negeri Sipil
“ Nama R e T B .eeenie
............... Pangkat SN ...
i \ QW A Jabatan NN,
IEREENEIRTRTE: ..o e
Disaksikan
1. Nama i - o
Pangkat BTy e N M R R
Jabatan O, o A A
Tanda Tangan ; ...cccviiinnciiinisieeng iitee
2. Nama B
Pangkat B e R SR el
Jabatan R

Tanda Tangan U e e S
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bb. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
Nomor 5 R e e R S SR e Kepada :
Klagihkasl: 5 sisessissssmsssvpmssssvmmmssonsessssssmvsimsiimss Yth. Kepala Kepolisian Resort .......
Lampiran : ... e ) — Kepala Kejaksaan Negeri .......
Perihal :  Pemberitahuan penghentian 7 di <
pgﬁyidikan e S— et %, AN
1. Dasar: /
a. Laporan Kejadian Nomor #........iieeenneniinin AR P AT AN ..........oocvncnnnne
b. Hasil Gelar Perkara@Susgal......... .L...........- % B ST g .........coinnnneinnnen
2. Dari hasi\l\pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan fakta
bahwa Tersangka alEAIMA ........... .coessustsumnss . cosesencootonss NG wosstonsne dond e telah melakukan
2 Sehubungali‘ dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal
................... ... penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ........ccc.ccoeveiiiiiiiiinnniiiinnn,
i ey, P P g
se])agaiman/a dimaksud dalam Pasal .............. Peraturan Daerah ...........ccoouuvneeenn. Nomor
................ /Bahum i SRns.. .. B BEERTT G Y. . . et M e e cen ceeennnsnanneesssriins
telah dihentikan penyidikannya oleh karena ..., (tidak cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak
mcmel}‘uhi unsur pasal yang dipersangkakan)
3. Bersa}x/na ini pula kamilampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :

a, Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.......................................................

Tembusan :
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cc. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

------- Pada hariini ..................... tanggal ....... ( ..........) bulan ..... ...tahun 20 ......,
pukul cieisesiens SaAVE Sty Paugl\at/(yolongan/Nlp T —
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut dldtds bel‘ddbdl kan -
1. Surat ............. Nomor : ........ tanggal ......... perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses

Penyrdikanatas nama Tersanigha oo smsiineeemsssssisssses st sammiss i
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal ....... .................... tentang penanganan Penyidikan

dalam perkara tindak pidana ...........cciceeens atas nama tersangka ...

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan

selanjutnya terhadap Tersangka ... con@mmmw"s. . ... dalam perkara tindak pidana di
bidang . et inre s ssseses cstnneeees ) SEDAgAImMana diatur dalam Pasal .........
Peraturan Dae1 ah .......................................... Nomor ............. iFahungts %........ tentang
Kepada : ------\‘-\- ----------------------- B e
Nama \‘:\ N Rt TR o, oy [
Pangkat/ Ni?.
Jabatan |
Beserta kelengka‘i)an administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : --------==----=-=----

1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemériksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah teriq{a ini dilakukan di kantor ..........coiveiiiinnn... JalanPe e W\, ..........0000
dengan ca;"a kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan
sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : ----------
1. Nama e ST D oYY L AT T ST
Paligkat [ Jabatan P e e LRI . oo oo teeoumotonenassshhnisennanesannns
Alai\)at A L I . . e s T T Y L ienins
2. Nama_ B T D DD T T B O R R R S
Pangkat {Jabatan I mul sl A B0 .08 0 0.0 B0 VR
Alamat - 1 . v v oISt cavreansnunsanasiansinnes
------- Demikian Berita Acara Per}yerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekeuatan sumpah jabatan, kemudian-ditutup dan ditandatangani di ........cccecueiiiiiiiiinnnnnn.
pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun 30 ......................................................................
Yang menerima Yang menyerahkan
Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NIP/NBP sovnmosismnsssisscisss )
Saksi-saksi
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dd. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
DAFTAR BARANG BUKTI
Nomor BAPPPD : oo
/s \
No. NAMA BARANG JUMLAH \.\ KETERANGAN

4
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ee. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

------ Pada hariini, .................... tanggal .......... bulan ................ tahun 20....... Pukul ...........
Saya ----=---- I e emmmmeemeemeeemseeeesseeeeeee—eeaee- s Pangkat/ Golongarn ..cussssismisiesisisis
IR ; wencmeasmensnimsanmnnsnesnmonismenpsnsansas , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas berdasarkamn : ----==--oom oo
1. Laporan Kejadian Nomor .........cccccceeiiiiinn. Langgal.ommwmaswnamanassnmsmsosags
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........cloceecennnnnnnen. Tangpal ceeve s rmvmrnnemmanan:
Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas : --==--==---==--=suneemneemnnaae
Nama / N e O o A N O AW SN I A AW ...ioiiiiiannieaaanes
Tempat / Pgl'lahin s 5 L. o TN Y B ... onefent o iiennneecsnnnenniescsanns
Jenis Kelamin S S oS G N
Agama\ ¥ o DRy, T
Kewarga\ﬁsgaraan RN RS S L o R
Pekerjaan \ B .. ot Tt A R O B (.. .........cco00un0nennne
Alamat \‘g ... A I, .. S A I LB ...........connenneenees
Diperiksa sebagai "‘tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana .........cccccevviiiniiiiiiiininnnn,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............... Fergturan'Daerah oot eniiiiniiiiiiiiiiiinains
Nomor .......... I — tentauo ., o5 . . )L, 0 ... cooaiiesnte Sk e nne s neeanaaans
Yang terjadi pada hari .................. tanggal ........ Bulan ................ Tahuni2...... P
------- Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan alasan
berikut : /' --- e -
L cerreereoneoo s e St NN 8 0l i i st g e B . ... ..........
s wwnssiione faes ot eesitene o T I M- - o v oo ool Shamssionaanonennspll OO 0, e e eeeenannnnns
F F— B8 S\ - TR oY /) AT e S
------- Dellli]%ialﬂah Berita Acara Menolak Tanda Tangan mi dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ...........cccovviecriinnienennenns
pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun 20 ....... .. c-r=-mom s

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I 1 2T

Saksi-Saksi
1. Nama B rssass e v s e

Pekerjaan T O

Alamat § e RSV SR

Tanda tangan R
2. Nama I —

Pekerjaan T e T I

Alamat S e

Tanda tangan § suseseT e TSR S RS
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ff. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
SURAT PANGGILAN
NOMOT & civiniiiiiee e cieeeeeennns
Pertimbangan Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan
tindak pidana di l)idang) eereeiereeeeeee e, perlu memanggil
seseorang untuk didengar keterangannya.
Dasar : /1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205
' KUHAP;
p 2.° Pasal...... 8 UGy e R R
4 Nomozdis o Bess (Eabum s, G Nl A A N ——
N 3. Lap@eSaMeidian Nomor ..... NIEHI., ...... .. ... RGNEEA] ......ccoc000nen
4.  BEEEINOINOT ...........cc0vneemne oo N EERCAL A ...
\
\ MEMANGGIL
NG T () S B, - o Il s ceeionenrsssosssnssssnssss
Tempaty/ tangoal TGN PP 00 ... L oocsoterressstth M 1seenseesesnnssenesnnasnanne
JenisiKelamin!FBA. ™\ | .. LY. .. L et B ceveesusasssnsosnsnannsans
shicaiig | GRS Bl R
Belkerjaany | WRWPZ [l o . e tiaimmnns (b oo oo v e sessaessene
Alamat tingga @ [ 1] LI IRPTT. .- ----bovesencas oottiatssmac fe o oo vseeeossoasnenss
Untuk Hagir diPengadilan Negert....cc.........oeccc W 0. . pidahari ............
/ et ............... bulan «oc 5. s D . .. .. L]
‘4’ untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak
| pidana QRSB ... berdsasarkan BAPPD Nomor .........cc.ccoeeeuiennnn.
\ Tanggal .52 gl s, yang belum/tidak saudara/saudari hadir.
\
\
Kepala Sz\[t{lan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :

1. Pengadilan Negeri ...................

2 wsusssssssssesnsanies

3. Arsip
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gg. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN

Saya:

Nama

Tempat / Tgl Tahir

Kewarganegaragn "5 SIF.............c0o.co0oieenn o S, l00 i .o scnene s
Agama N iy - S B . ..............c0ocenessneinss
Pekerjaan =~ \W S s, L Crlil . B . O I L s s s
Alamat B Bl SECONGERE. . PO, . 8 ‘\. ...................................
\
Yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa : QIR s
\
I /. R AR\
Sebagaimana dinjaksud dalam Pasal .............. Peraturan Daerah .............lveeccnencniieenennenee
Nomor ............. ahun ... S RENTANE ...cireensinnrssersnNIO . e b
yang terjadi pada hari .................. tanggal ........... hadangtad . ............. pu]%ul ......................
| RN L § o & A 2 yang diduga dilakukan oleh ................. A ——

nda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakn seperlunya.
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hh. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
DAFTAR IST BERKAS PERKARA
Nomor BAPPPD: ..o
No. MACAM SURAT BANYAK LEMBAR KETERANGAN
1.

o%
Sy
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja NDERF‘N‘
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipi

1 U e

enyidik Pegawai Negeri sipil
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ii. FORMAT DAFTAR SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI
Nomor BAPPPI i sssvsssssmsisssvasssssssssoaes

PEKERJAAN
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jj- FORMAT DAFTAR TERSANGKA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA
Nomor BAPPPD : ..o

KET

No. NAMA |/ + ALAMAT PEKERJAAN | AGAMA
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kk. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor . Kepada :
Rlasihikasi & sososmmmmsvsssssmssmmssmoss Yth. Kepala Kepolsian Resort .......
Lampiran Bl et R S s A R T di-
Perihal ¢ Permintaan bantuan Penyelidikan =~ e,
UP: ciisnmmmmmsssnonssessasssivsss ol
1. Dasar
a. Laporan Kejadian Nomor ............cuuiees: BERC oAl SN A AW AR ...
b. Surat Perintah Tugas Nomor .......cc..tinueniiiiinen. BT [ o o B e ovvee e cennnnnnnns
c. Surat P:érintah Penyidikan Nomor ......................... QRN | 0 i e
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong
Praja .......... ‘:»,\ ................................... akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka /
Saksi atas namg@ ; --=-=--SQEEF-----===-r=smneommenanzoeceeneceee e R oo oo e
Nama "\I I TREY 7 B N RO S o P S
Tempat/Tgl. La}lir G ROV e, B e WSS h
Jenis kelamin / D ] S Rl L W e R O
Kewarganegaraan it L W R Eer L o (R
Agalnab g// B o A T, ) B i, R
Pekerjaan /// e R T FEERRREN LR e oo
Alamat / T R BB A e T T
yang didﬁga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau mengetahui
tindak pidana di bidang%dh................... sebagaimana_dimaksud dalam Pasal ..............
Pertauran Daeralh ........seessicsssisseceeeseennss Nomor .....c.. Tahun......... Lenfanol...........coi 000

3. Untuk k{“gpentingan penyidikan tersebutr dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan
bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.

5. Demikian untuk memjadi maldum:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri sipil
NIP: soomvessivsonsmmammenmsiaion NIB: vossmmronprssmnnsss
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1. FORMAT SURAT PEMRMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor B R Kepada :

Klasitikagl. B conimemmsssimamsrTT kTR Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal

Lampiran & c.ceeceosesnasescosssssrenssesnsssssssnnsessslogiiinsase di-

Perihal : Permmtaan bantuan Pemgpisadie =~ = = 0Ll
IdentlﬁkaSI

UP. Kapus Identifikasi
1. Dengan ini‘diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan

penyidikan \tindak pidana di bidang ..................... sebagaimana diatur dalam Pasal ..............
Pertauran Daerah ....... .. ... Nomor-......... Tahun ......... tentang ......cooeeeeeeeennnneeeeeenns
Atas nama tefsiangka ........................................... dengan barang bukti sebagai berikut : -----
a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan

| HR——— IS T T B SRl o ——
yang selanj utnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang
atail sosisnevs Y T (uraian tujuan permintaan pemeriksaan ident).-----------------
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor .............cccceeee. IR Eorrs— RN

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
a. Bukti pémbanding antara lain :

b. Kelelligkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian;
2) TLaporan Kemajuan Penyidikan;
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan, Barang
Bukti;
4) Bexiit\a Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka

3. Demikian, atas Leljasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap kabar
hasilnya. ~
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja_ &
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri sipil
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mm. FORMAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor R R Kepada :

Klasifikagl. 3§ cvswmvnmnsavenmssmsssomss ~ Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
liaiipisan, @ sssosspassnnamsmnes di-

Perihal : Pelmmtaan bantuan

Pemerlksaan Laboratorium

UP. Kapus Labfor”
1. Dengan ini-diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan

penyidikali\\tindak pidana di bidang .................... sebagaimana diatur dalam Pasal ..............
Pertauran D\aerah ........................... Nomor ......... Tahun ......... RN Eangill A ......oooiiiiininannenns
Atas nama tersangka ........................................... dengan barang bukti sebagai berikut : -----
a. Sidik Jari ldten atau Foto atau Tanda Tangan

b e ‘; .....................................................................................................................
yang selanjntnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang
ACAN cosnasnan frereriirieinnies (uraian tujuan permintaan pemeriksaan ident).-----------------
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..........c..coccvineeen. Fangoalsescmesss ok ooooevnsesnesereeisenes

2. Sehubungan/dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pémbanding antara lain :
1) ...// ................................................................................................................................
2) R N e (dapat dibuat lampiran)

b. Kelelﬁgkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian;
2) Laporan Kemajuan Penyidikan;
3) Berlta Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan, Barang

Buktl

4) Belﬂ\a Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka

c. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap
kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Pl'd_]d

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil \ N Penyidik Pegawai Negeri sipil
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nn. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP DAERAH

Nomor e e R Kepada :
Klasifikasi & sosnmmnssmmvmessmsisimssemssiiass Yth. Kepala Kepolsian Resort .......
Lampiran L e ne e T di-
Perihal :  Permintaan bantuan Penangkapan =~ e,
[
1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (l) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 107
ayat (1) KUHAP;

b. Pasal ........« .. Peraturan Daerah .ccooooiiiiinniiiiiiiiinnnnnnnnn, Nomor .......... Tahun .............
tentang .........................................................................................................................
c. Laporan Kejadian Nomor ............................ TATIO NI .. ... .. . stuces ottt desvereassranenssanns

2. Sehubungan dengan dasar dan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka
bahwa untuk '\kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan

terhadap Tersangka atas nama : ------ o e
Nama ‘ S A B R e . R
Tempat/Tgl. thu o I e b Bl o A BT e R S
Jenis kelamin /,/ i 3 B h B et || USRI
Kewarganegqréan SUSGnn a4 Sabowrdn LSS A Y R
Agama / TR i Tere g e AR R T 0 R
Pekerjaan | / S oo e T - L BN CTLY. ... e o oiiine e entbats by e onssanerasansreses
Alamat /, T SRS e o RO e vy
Yang dlduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana
CHSTENE SR i,/ SN N sebagaimana dimaksud
dalam Pasal .............. Pertauran Daerah ..................0 e Nomor .......... Tahun.............
tentang .}"7 ................................................................................................................................
3. Sebagai l)\é\han pertimbangan kamilampirjKan & -----c-ocoooooo oo

a. Surat Perintah Penyidikan,
b. Laporan kej\adian

5. Demikian untuk memjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Prajrar
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri sipil
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pPp. FORMAT LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

PEMERINTAH .....ccccccevvvvviiieinnns
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Register Barang Bukti No ——
LK Nomor
BAPPPD

Jenis Barang Bukti

omor

Berat dan atau jumlah
Ciri-ciri/sifat\khas

Tempat &tanggal penyitaan
Disita dari

Tempat tahggal lahir

Pekerjaa

Alamat
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MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA

Keterangan:

1. Papan Nama,

2. Lencana Kewenangan

5

Keterangan:
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2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA

1 2

Keterangan:

1. Papan Nama;

2. Lencana Kewenangan
PPNS;
3. Badge Pemerintah

Daerah; dan
4. Lambang Insansi.

Keterangan:

1. Papan Nama; dan

2. Lencana Kewenangan
PPNS.

Salinan sesuai: dengan aslinya

NIP. 1971'1228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,
ttd,

NASHRUDIN AZIS




